
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

ANSALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MADIUN  

TAHUN 2013-2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 dipandang 

sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi 

pada saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun 

Tahun 2013 - 2018; 

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9), sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4700); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 

tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4405); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4663); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4963); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
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2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4815); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4817); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam 

Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan 

Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor            

3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor          

15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun 

Tahun 2005 – 2025; 

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Madiun Tahun 2009 – 2029; 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor         

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun(Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016  Nomor 8) ; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

dan 

BUPATI MADIUN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :   

 

 

 

 

Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) 

diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MADIUN 

TAHUN 2013 - 2018 
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Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun. 

Ditetapkan di Madiun 
pada tanggal 2 Mei 2017 
 

         BUPATI MADIUN, 

                  

    ttd 

      MUHTAROM 

Diundangkan di Madiun 
Pada Tanggal 1 Agustus 2017 

 

       SEKRETARIS DAERAH 
      KABUPATEN MADIUN 

 
                 ttd 

Ir. TONTRO PAHLAWANTO 
    Pembina Utama Muda 

 NIP. 19651110 199208 1 001 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 9 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR  195-9/2017 

SALINAN  

Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

ttd 

WIDODO,SH,M.Si 
Pembina TK. I 

Nip. 19611215 198903 1 006 
 


